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A. PENGAJUAN PROPOSAL  
1. Seluruh kegiatan mahasiswa yang menggunakan fasilitas kampus (ruang, dana, maupun 

barang) wajib disertai dengan proposal kegiatan; 
2. Proses peminjaman fasilitas, pembelian barang, cetak, pemesanan konsumsi atau sewa 

barang bisa diproses setelah proposal disahkan oleh kepala departemen; 
3. Proposal kegiatan harus telah ditandatangani dan disahkan paling lambat 2 (dua) bulan 

sebelum pelaksanaan kegiatan; 
4. Proposal wajib ditandatangani oleh PIC/Ketua Kegiatan, Ketua Himpunan Mahasiswa 

(Kahima), dan Kepala Departemen. Sebelum memperoleh tanda tangan Kepala Departemen, 
proposal harus terlebih dahulu mendapatkan paraf dari Ketua Program Studi. Apabila dalam 
RAB terdapat pengajuan dana departemen, maka wajib disertai paraf dari Sekretaris 
Departemen; 

5. Sebelum proposal diajukan kepada Kepala Departemen, Ketua PIC dan petugas yang 
menangani laporan keuangan wajib melakukan tahapan berikut: 
a.  Melakukan bimbingan terkait rincian item pendanaan kegiatan sesuai Standar Biaya ITS 

kepada Pengelola Keuangan Departemen Teknik Kimia (PIC: Ibu Cindy) 
b.  Melakukan konsultasi terkait prosedur, pelaksanaan, pendanaan, dan kebutuhan kegiatan 

kepada Kepala Subbagian Teknik Kimia (Ibu Descia).  
c.  Memperoleh persetujuan serta arahan mengenai besaran pendanaan dari dana 

departemen kepada Sekretaris Departemen (Ibu Yeni). 
Seluruh proses tersebut harus didokumentasikan dalam lembar monitoring yang dapat 
diunduh melalui tautan berikut: 
https://docs.google.com/document/d/11ms6PagaKNSMBB_z7nDtiiJHHuV-
aGmFSmtYiXWyzsw/edit?usp=sharing atau https://its.id/formmonitoring  (Lembar 
monitoring tidak perlu dijilid bersama proposal, cukup dilampirkan dengan menggunakan 
klip). 

 

https://docs.google.com/document/d/11ms6PagaKNSMBB_z7nDtiiJHHuV-aGmFSmtYiXWyzsw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11ms6PagaKNSMBB_z7nDtiiJHHuV-aGmFSmtYiXWyzsw/edit?usp=sharing
https://its.id/formmonitoring
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6. Setelah proposal ditandatangani oleh Kepala Departemen, berkas dikumpulkan kepada 
Bendahara Himpunan untuk selanjutnya diajukan kepada Pengelola Keuangan Departemen 
paling lambat tanggal 24–26 pada bulan sebelum pelaksanaan kegiatan. 
Contoh: untuk kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juni 2026, proposal harus dikumpulkan 
kepada Bendahara Himpunan pada tanggal 24–26 Mei 2026. 

7. Ketentuan pengajuan proposal berdasarkan kebutuhan dana adalah sebagai berikut: 
a. Untuk kegiatan dengan kebutuhan dana di atas Rp10.000.000,00, proposal harus 

diajukan kepada Pengelola Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan 
kegiatan. 

b. Untuk kegiatan dengan kebutuhan dana di bawah Rp10.000.000,00, proposal yang telah 
disetujui Kepala Departemen harus diajukan paling lambat tanggal 24–26 pada bulan 
sebelum pelaksanaan kegiatan. 

8. Bendahara Himpunan wajib mengajukan proposal kepada Pengelola Keuangan Departemen 
paling lambat tanggal 28 pada bulan sebelum pelaksanaan kegiatan; 

9. Laporan pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) wajib dikumpulkan kepada Bendahara 
Himpunan paling lambat tanggal 2 pada bulan berikutnya setelah kegiatan dilaksanakan.  

10. Bendahara Himpunan selanjutnya wajib menyerahkan berkas laporan SPJ kepada 
Pengelola Keuangan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah kegiatan 
dilaksanakan. 
 

Diagram Alur Pengajuan Proposal Kegiatan Mahasiswa 
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B. KELENGKAPAN BERKAS UNTUK PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN 
1. Pembelian Barang Habis  

a. Ketentuan Umum 
1) PIC kegiatan wajib melakukan pembelian sesuai dengan item yang tercantum dalam 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui dalam proposal. 
2) Jumlah pembelian diperbolehkan lebih sedikit dari yang tercantum dalam proposal, 

namun: 
➢ Tidak diperkenankan melebihi total anggaran yang telah disetujui 
➢ Tidak diperkenankan mengubah jenis item yang telah tercantum dalam proposal 

 
b. Rekapitulasi Pembelian Barang Habis 

1) Apabila terdapat lebih dari satu nota pembelian, wajib dilampirkan rekapitulasi 
pembelian barang habis. 

2) Rekapitulasi pembelian memuat kolom sebagai berikut: 
Nomor, Tanggal, Nama toko/vendor, Rincian pembelian, dan Total pembelian 
Contoh: 

No Tanggal Nama Toko Rincian Pembelian Total 
1 05 Maret 2026 Sakinah Gelas Kertas, dll 25.000 
2 05 Maret 2026 Toko Endang Sapu, dll 55.000 

Total Pembelian 80.000 
3) Rekapitulasi pembelian harus dibuat berdasarkan bulan yang sama. 
4) Apabila terdapat pembelian pada bulan yang berbeda, maka rekapitulasi dipisahkan per 

bulan 
Contoh: 
Rekap Bulan Maret 

No Tanggal Nama Toko Rincian Pembelian Total 
1 05 Maret 2026 Sakinah Gelas Kertas, dll 25.000 
2 05 Maret 2026 Toko Endang Sapu, dll 55.000 

Total Pembelian 80.000 
 
Rekap Bulan April 

No Tanggal Nama Toko Rincian Pembelian Total 
1 04 April 2026 Sakinah Gelas Kertas, dll   25.000 
2 05 April 2026 Toko Endang Sapu, dll   55.000 
3 05 April 2026 Indomaret  Kopi, Gula, dll    80.000 

Total Pembelian 160.000 
 

c. Ketentuan Nota/Invoice 
1) Wajib melampirkan nota/invoice asli dari vendor 
2) Nota/invoice harus memenuhi ketentuan berikut: 

✓ Memiliki nama toko atau stempel resmi 
✓ Nota tulis tangan tidak perlu difotokopi 
✓ Nota cetak (print), seperti Supermarket/Minimarket, wajib difotokopi 
✓ Nota ditempel pada kertas HVS ukuran A4 

3) Nota thermal (print kasir) wajib dilampirkan nota asli thermal dan hasil fotokopi dalam 
satu halaman kertas HVS A4 
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Contoh: 

 

 
d. Ketentuan Pembelian Online 

1) Nota pembelian dari marketplace (Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya) harus: 
✓ Dicetak penuh dalam 1 halaman 
✓ Tidak diperkenankan menambah tulisan apa pun 

2) Batas maksimal pembelian Rp 4.900.000 per invoice 

Contoh: 

 

e. Ketentuan Pajak 
Pembelian barang secara offline dengan total ≥ Rp1.000.000 wajib melampirkan:  
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✓ Faktur pajak (apabila vendor berstatus PKP), atau 

 
✓ Surat pernyataan Non-PKP bermaterai (apabila vendor non-PKP) 
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f. Dokumentasi Barang 
Wajib melampirkan foto barang sesuai dengan jumlah dan jenis yang tertera dalam 
nota/invoice 
Contoh: 

 

 
 

g. Urutan Penyusunan Berkas Pertanggungjawaban (SPJ) 
Berkas pertanggungjawaban disusun dengan urutan sebagai berikut: 
➢ Halaman 1: Rekapitulasi Pembelian Barang Habis (jika terdapat lebih dari satu nota) 
➢ Halaman 2: Nota asli dan fotokopi (khusus nota thermal) 
➢ Halaman 3: Foto barang 
➢ Halaman 4: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atau Press Release kegiatan, dilengkapi 

dengan dokumentasi kegiatan dan telah ditandatangani oleh Kepala Departemen 
 

2. Pembiayaan Sewa Barang/Kendaraan 
a. Jenis Pembiayaan Sewa 

Pembiayaan sewa dalam kegiatan mahasiswa meliputi: 
➢ Sewa kendaraan 
➢ Sewa karpet 
➢ Sewa lapangan olahraga 
➢ Sewa kamera, lighting, sound system, serta peralatan elektronik lainnya 

 
b. Ketentuan Pajak  

1) Sewa barang/kendaraan secara offline dengan total ≥ Rp1.000.000 wajib melampirkan:  
✓ Faktur pajak (apabila vendor berstatus PKP), atau 

Tidak tampak jumlah item yang dibeli 
karena beberapa masih ada yang di 

kardus 

Terlihat dengan jelas jumlah dan nama 
barang yang dibeli disesuaikan dengan 

nota 
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✓ Surat pernyataan Non-PKP bermaterai (apabila vendor non-PKP) 

 
2) Pemotongan pajak dilakukan oleh departemen saat pembayaran kepada vendor 
3) Setiap transaksi pembiayaan sewa dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% 

dari nilai bruto invoice. 
Contoh perhitungan: 
• Nilai invoice: Rp 480.000,- 
• PPh Pasal 23 (2%): Rp9.600,- 
• Jumlah yang dibayarkan kepada vendor: Rp470.400,- 

4) Nilai PPh Pasal 23 wajib sudah termasuk (include) dalam total nilai invoice, sehingga: 
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• Total invoice tetap, pada contoh di atas yaitu sebesar Rp 480.000,- 
• Pajak tidak diperkenankan ditambahkan di luar nilai tersebut 

5) Apabila vendor memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23, 
maka: 

• Tidak dilakukan pemotongan pajak 
• Pembayaran dilakukan penuh sesuai nilai invoice 
Contoh surat keterangan bebas pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23 

 
 

c. Kelengkapan Berkas Pembiayaan Sewa 
1) Wajib melampirkan invoice atau nota asli; 
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2) Invoice harus mencantumkan nama vendor dan stempel resmi (apabila ada); 
3) Untuk nilai transaksi di atas Rp5.000.000, wajib dilengkapi dengan kwitansi bermaterai 

Contoh: 

 
 

d. Dokumentasi Sewa 
Wajib melampirkan foto sesuai dengan jenis dan jumlah barang/jasa yang disewa: 
▪ Sewa Kendaraan: foto kendaraan dengan plat nomor terlihat jelas, foto STNK 

Kendaraan sesuai nomor plat dan KTP Sopir 
▪ Sewa Karpet/Barang: foto sesuai jumlah pada invoice 
▪ Sewa Lapangan Olahraga: foto lapangan yang digunakan 
▪ Sewa peralatan elektronik: foto sesuai jumlah pada invoice 
▪ Seluruh kategori sewa wajib melampirkan foto NPWP/KTP toko/Perusahaan untuk 

keperluan pembayaran PPh23. Apabila tidak memiliki NPWP, wajib melampirkan surat 
Non PKP. 

 
Contoh Dokumentasi Sewa: 
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DOKUMENTASI SEWA KENDARAAN 
 

 
DOKUMENTASI SEWA PERALATAN ELEKTRONIK 
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DOKUMENTASI SEWA LAPANGAN 

 

 
DOKUMENTASI SEWA BARANG 
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e. Urutan Penyusunan Berkas Pertanggungjawaban (SPJ) 
➢ Halaman 1: Invoice/Nota Asli 
➢ Halaman 2: Foto Barang yang disewa (Kelengkapan sesuai jenis barang/jasa yang disewa 

seperti yang tercantum pada poin d) 
➢ Halaman 3: Foto NPWP/KTP/Surat Non PKP Perusahaan/Toko 
➢ Halaman 4: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atau Press Release kegiatan, dilengkapi 

dengan dokumentasi kegiatan dan telah ditandatangani oleh Kepala Departemen 
 

3. Pembiayaan Jasa Cetak 
a. Ketentuan Umum 

1) Pembiayaan jasa percetakan dianjurkan dilakukan melalui ITS Press 
2) Apabila terdapat kondisi mendesak, percetakan dapat dilakukan di luar ITS Press, dengan 

ketentuan menggunakan vendor yang telah diketahui Nomor NPWP, seperti “Printku”, 
guna mempermudah pengurusan PPh Pasal 23. 
 

b. Ketentuan Pajak 
1) Biaya cetak dengan total ≥ Rp1.000.000 wajib melampirkan:  

✓ Faktur pajak (apabila vendor berstatus PKP), atau 
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✓ Surat pernyataan Non-PKP bermaterai (apabila vendor non-PKP) 

 
2) Pemotongan pajak dilakukan oleh departemen saat pembayaran kepada vendor 
3) Setiap transaksi pembiayaan sewa dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% 

dari nilai bruto invoice. 
Contoh perhitungan: 
• Nilai invoice: Rp 480.000,- 
• PPh Pasal 23 (2%): Rp9.600,- 
• Jumlah yang dibayarkan kepada vendor: Rp470.400,- 

4) Nilai PPh Pasal 23 wajib sudah termasuk (include) dalam total nilai invoice, sehingga: 
• Total invoice tetap, pada contoh di atas yaitu sebesar Rp 480.000,- 
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• Pajak tidak diperkenankan ditambahkan di luar nilai tersebut 
5) Apabila vendor memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh 

Pasal 23, maka: 
• Tidak dilakukan pemotongan pajak 
• Pembayaran dilakukan penuh sesuai nilai invoice 
Contoh surat keterangan bebas pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23 

 
 

c. Kelengkapan Berkas Pembiayaan Cetak (Non ITS Press) 
1) Wajib melampirkan invoice atau nota asli 
2) Apabila nota menggunakan kertas thermal (mudah pudar), maka: 
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▪ Wajib dilampirkan fotokopi/scan nota 
▪ Nota asli dan fotokopi/scan ditempel dalam satu lembar kertas HVS A4 

Contoh: 
 

 
                                                           Nota Asli                 Nota Fotocopy/Scan 
 
 
 

d. Dokumentasi 
1) Wajib melampirkan foto hasil cetakan sesuai dengan item pada invoice, contoh: 

 
Dokumentasi Cetak Banner 

 

 

Ditempel di Kertas A4 
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Dokumentasi Cetak Poster 

 
Dokumentasi Cetak Sertifikat 

 
2) Seluruh kategori cetak wajib melampirkan foto NPWP/KTP toko/Perusahaan untuk 

keperluan pembayaran PPh23. Apabila tidak memiliki NPWP, wajib melampirkan surat 
Non PKP 

 
 

e. Urutan Penyusunan Berkas Pertanggungjawaban (SPJ) 
➢ Halaman 1: Invoice/Nota Asli 
➢ Halaman 2: Foto Barang yang dicetak  
➢ Halaman 3: Foto NPWP/KTP/Surat Non PKP Perusahaan/Toko 
➢ Halaman 4: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atau Press Release kegiatan, dilengkapi 

dengan dokumentasi kegiatan dan telah ditandatangani oleh Kepala Departemen 
 

4. Pembelian Konsumsi 
a. Ketentuan Umum 

1) Pengajuan konsumsi kegiatan mahasiswa dilakukan melalui tautan resmi 
https://its.id/konsumsidtk paling lambat H-2 (dua hari sebelum kegiatan). 

 

https://its.id/konsumsidtk
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Tampilan Pemesanan Konsumsi 
2) Pengajuan wajib mencantumkan contact person (CP) dari panitia kegiatan. 
3) Setelah melakukan pengajuan melalui tautan, wajib melakukan konfirmasi dan tindak 

lanjut (follow-up) kepada Pengadministrasi Umum Departemen Teknik Kimia (Bu Evy). 
4) Pemesanan air minum dalam kegiatan diutamakan menggunakan air galon. 
5) Galon yang digunakan wajib dikembalikan paling lambat H+1 pada hari kerja (satu hari 

setelah kegiatan). 
 

b. Standar Biaya Konsumsi 
1) Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Mahasiswa 

No Uraian Kegiatan Satuan Besaran Bruto Maksimum (Rp) 
1 Nasi Kotak Orang/kali 20.000 
2 Snack Orang/kali 10.000 

2) Satuan Biaya Konsumsi Tamu/Narasumber Kegiatan Mahasiswa (Statusnya bukan 

mahasiswa 

No Uraian Kegiatan Satuan Besaran Bruto Maksimum (Rp) 
1 Nasi Kotak Orang/kali 35.000 
2 Snack Orang/kali 15.000 

3) Standar Pemberian Konsumsi 

Kategori Kegiatan Durasi / Kondisi Fasilitas Konsumsi 
Kegiatan Mahasiswa < 4 Jam Snack (1x) 

Kegiatan Mahasiswa 
≥ 4 Jam (melewati jam makan 

siang 12.00 s.d. 14.00 WIB) Makan Siang + Snack 

 Note: Kegiatan yang dilakukansebelum pukul 12.00 atau setelah pukul 14.00 WIB hanya 

mendapatkan snack 

 
c. Kelengkapan Berkas Pembiayaan Konsumsi 

1) Nota/invoice asli disediakan dan disimpan oleh Pengelola Keuangan Departemen Teknik 
Kimia  
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Contoh Nota Konsumsi ITS Food 

2) Daftar Hadir kegiatan  
▪ Wajib melampirkan daftar hadir dengan ketentuan: 
▪ Mencantumkan:  

o Judul kegiatan 
o Tanggal kegiatan 
o Waktu pelaksanaan (rentang waktu jelas) 
o Tempat kegiatan 

▪ Keterangan waktu tidak diperkenankan menggunakan istilah “sampai selesai”, 
melainkan harus dicantumkan secara spesifik (misalnya: 08.00–12.00 WIB). 

▪ Jumlah peserta yang menandatangani daftar hadir harus sesuai dengan jumlah 
konsumsi yang dipesan. 
 

Contoh Daftar Hadir: 
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3) Wajib melampirkan undangan kegiatan yang sesuai dengan penerima konsumsi 

(terutama untuk tamu atau narasumber). 
Contoh: 
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4) Flyer Kegiatan 

Wajib melampirkan flyer kegiatan yang memuat informasi detail mengenai: 
o Nama kegiatan 
o Waktu dan tempat pelaksanaan 
o Deskripsi kegiatan 

Contoh: 

 
5) Dokumentasi Kegiatan 

▪ Wajib melampirkan 3 (tiga) foto kegiatan dengan geotag, meliputi: 
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✓ Foto bersama pada awal kegiatan 
✓ Foto saat kegiatan berlangsung (tengah kegiatan) 
✓ Foto bersama pada akhir kegiatan 

▪ Jumlah dokumentasi (jumlah orang yang difoto) harus relevan dengan jumlah 
konsumsi yang dipesan 

  
 

d. Urutan Penyusunan Berkas Pertanggungjawaban (SPJ) 
➢ Halaman 1: Invoice/Nota Asli 
➢ Halaman 2: Daftar Hadir Kegiatan  
➢ Halaman 3: Undangan dan Flayer Kegiatan 
➢ Halaman 4: Dokumentasi Kegiatan 
➢ Halaman 5: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atau Press Release kegiatan, dilengkapi 

dengan dokumentasi kegiatan dan telah ditandatangani oleh Kepala Departemen 
 

 
Diagram Alur Pemesanan Konsumsi 

 
5. Honorarium Pembicara 

Dalam pengajuan honorarium pembicara, wajib melampirkan dokumen sebagai berikut: 
a. Curriculum Vitae (CV) pembicara  
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembicara  
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembicara  
d. Materi pelatihan atau kuliah tamu yang disampaikan oleh pembicara  
e. Dokumentasi kegiatan berupa foto yang dilengkapi dengan geotagging 
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6. Biaya Pelatihan 
Dalam pengajuan biaya pelatihan, wajib melampirkan dokumen sebagai berikut: 
a. Invoice pelatihan 
b. Faktur pajak atau surat pernyataan Non-PKP dari penyedia pelatihan 
c. Materi pelatihan yang diberikan selama kegiatan 
d. Sertifikat pelatihan sebagai bukti keikutsertaan peserta 
e. Dokumentasi kegiatan berupa foto yang dilengkapi dengan geotagging 
f. Surat tugas peserta pelatihan, yang memuat nama peserta dan diperoleh melalui 

Pengadministrasi Umum Departemen Teknik Kimia (Bu Evy)  yang diajukan sebelum 
pelatihan dilakukan 
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C. PEDOMAN PERJALANAN DINAS MAHASISWA 
1. Kelengkapan Berkas 

Dalam pengajuan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, wajib melampirkan: 
a. Undangan atau flyer kegiatan tanggal kegiatan, lokasi acara dan penyelenggara acara. 
b. Surat Tugas dengan ketentuan sebagai berikut: 

• Perjalanan Dinas Luar Negeri 
Surat yang diperlukan Dokumen 

Surat Tugas Wakil Rektor 1.  LOA/Invitation Letter 
2. Rundown yang mencantumkan 

tanggal keberangkatan dari domisili 
hingga kepulangan ke tempat asal 

Setneg 1.  LOA/Invitation Letter 
2. Kerangka Acuan Kegiatan (contoh: 

https://its.id/PDLNmhs) 
3. Surat Izin mengikuti Program 

(contoh: https://its.id/PDLNmhs) 
4. Pengajuan surat pemohon di tujukan 
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
 UP. Seketaris Direktur Jenderal 

Pendidikan Tinggi 
 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains 

dan Teknologi 
 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan 
 Jakarta 
 (contoh: https://its.id/PDLNmhs) 
5. Rencana Anggaran Pembiayaan 

(menyebut nominal pembiayaan) 
6. Surat Keterangan Pembiayaan dari 

instansi yang membiayai (contoh: 
https://its.id/PDLNmhs) 

7. Surat Permohonan dari Instansi 
(diajukan oleh Departemen) 

8. Surat Tugas dari Wakil Rektor 
(diajukan oleh Departemen) 

9. Jadwal kegiatan 
10. KTP 
11. Paspor 
12. Daftar Riwayat Hidup 
13. KTM  
NB : semua pengajuan dalam bentuk 
PDF dan pengajuan surat SETNEG 
paling lambat 2 Bulan sebelum 
keberangkatan 

 
• Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Surat Tugas diajukan ke Departemen dengan melampirkan surat permohonan 
(contoh: http://its.id/templatepermohonan) dan undangan/flyer kegiatan yang 
memuat tanggal kegiatan, Lokasi acara, penyelenggara. 

http://its.id/templatepermohonan
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c. Dokumentasi kegiatan per hari berupa foto yang dilengkapi dengan geotagging 
d. Invoice tiket perjalanan 
e. Boarding pass/tiket perjalanan sebagai bukti penggunaan transportasi 
f. Untuk kegiatan pelatihan/workshop/seminar, wajib melampirkan: 

• Sertifikat pelatihan 
• Rundown kegiatan 
• Materi kegiatan 

 

2. Standar Biaya 
Harga Satuan dan batas waktu Perjadin berpedoman pada Standar Biaya ITS (SBI ITS) 
tahun berjalan, dan menyesuaikan pagu anggaran departemen. Terlampir Batasan 
maksimum untuk perjalanan dinas mahasiswa: 

 

 
 

3. Alur Pengajuan Permohonan Dana Perjalanan Dinas Mahasiswa 
a. Mahasiswa yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib mengajukan permohonan 

pada tanggal 24–26 (2 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan) kepada Bendahara 
Himpunan, dengan melampirkan proposal kegiatan yang telah disahkan oleh Kepala 
Departemen. Tata cara pengajuan proposal bisa melihat SOP pada halaman ini. 

b. Mahasiswa mengajukan proposal kegiatan ke departemen dengan melampirkan: 
• Surat undangan dari instansi/perguruan tinggi, atau 
• Flyer kegiatan 

c. Bagian administrasi surat memproses Surat Tugas setelah dokumen dinyatakan 
lengkap. 

d. Mahasiswa yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib berkoordinasi dengan: 
• Kepala Subbagian, dan 
• Pengelola Keuangan Departemen Teknik Kimia terkait pengadaan tiket, 

penginapan, serta kebutuhan biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 
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e. Mahasiswa yang melakukan perjalanan dinas menggunakan transportasi umum wajib: 

• Menyimpan seluruh bukti pengeluaran (boarding pass, tiket, dan bukti penginapan) 
• Mengelompokkan dokumen sesuai bulan pelaksanaan kegiatan 

f. Mahasiswa wajib menyerahkan Laporan Kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
kegiatan selesai dilaksanakan. 
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D. PEDOMAN KEGIATAN LOMBA 
1. Kelengkapan Berkas 

Dalam pengajuan dan pertanggungjawaban kegiatan lomba mahasiswa, wajib melampirkan 
dokumen sebagai berikut: 
a. Proposal kegiatan  
b. Bukti pembayaran pendaftaran lomba  
c. Sertifikat lomba (sebagai bukti partisipasi atau hasil lomba)  
d. Dokumentasi awarding (apabila memperoleh penghargaan)  
e. Laporan kegiatan  
f. Apabila kegiatan melibatkan perjalanan dinas, maka wajib mengikuti ketentuan pada SOP 

Perjalanan Dinas 
 

2. Standar Biaya 
Harga Satuan berpedoman pada Standar Biaya ITS (SBI ITS) tahun berjalan dan menyesuaikan 
pagu anggaran departemen serta dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel. 
SBI ITS: 

 
 

3. Alur Pengajuan Permohonan Dana Kegiatan Lomba 
a. Mahasiswa yang akan mengikuti lomba wajib mengajukan permohonan pada tanggal 

24–26 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara Himpunan, dengan 
melampirkan: 
• Proposal kegiatan atau flyer kegiatan 
• Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Standar Biaya ITS (SBI) 

b. Mahasiswa mengajukan proposal kegiatan ke departemen dengan melampirkan: 
c. Surat undangan dari instansi/perguruan tinggi (jika ada), atau 
d. Flyer kegiatan lomba 
e. Bagian administrasi surat akan memproses: 
f. Surat Tugas setelah dokumen dinyatakan lengkap 
g. Apabila kegiatan lomba memerlukan perjalanan dinas, mahasiswa wajib: 
h. Berkoordinasi dengan Kepala Subbagian dan Pengelola Keuangan Departemen Teknik 

Kimia 
i. Mengatur pembelian tiket, penginapan, dan kebutuhan lainnya sesuai ketentuan SBI 

yang berlaku 
j. Mahasiswa yang menggunakan transportasi umum wajib: 
k. Menyimpan seluruh bukti pengeluaran (boarding pass asli, tiket, dan bukti 

penginapan) 
l. Mengelompokkan dokumen sesuai bulan pelaksanaan kegiatan 
m. Mahasiswa wajib menyerahkan: 
n. Laporan kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan selesai 

dilaksanakan 
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